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ABSTRAK 

Pertanahan adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur 
hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu daerah 
yang pemerintahannya yang memiliki ketentuan Undang-Undangnya sendiri yakni Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagi 
Warga Negara Indonesia Non Pribumi diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor K.898/I/A/1975 yang menimbulkan permasalahan hukum yang dapat dilihat dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 maka diperlukan penelitian yang berkaitan 
dengan pemilikan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Warga Negara Indonesia 
Non Pribumi. Dengan rumusan masalah : Bagaimana keadilan norma hukum terhadap Warga 
Negara Indonesia Non Pribumi dalam kepemilikan hak atas tanah di Yogyakarta, Bagaimana 
kewenangan Sultan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
K.898/1/A/1975, Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam memberikan hak yang dituntut oleh penggugat. 

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan 
menelaah berbagai literatur dan bahan baca serta analisis data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. 

Kesimpulan tesis ini adalah keadilan norma hukum tidak didapatkan sepenuhnya oleh Warga 
Negara Indonesia Non Pribumi dikarenakan adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor K.898/I/A/1975, Sultan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tetapi telah melanggar larangan yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta, serta Putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 
sudah tepat dan seharusnya Pemohon menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 
saran diperlukannya adanya peraturan yang lebih baru yang sesuai dengan perkembangan 
zaman, seharusnya Instruksi Gubernur bersifat membangun dan masyarakat dapat memperoleh 
perlakuan yang sama, dan seharusnya Pemohon menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Keywords: Hak Atas Tanah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Warga Negara Indonesia Non 

Pribumi. 

 



Jurnal Law of Deli Sumatera 
Jurnal Ilmiah Hukum 
Volume II, Number II, Desember 2022 
ISSN: 2809-5847 

 
Diajukan : 17/11/2022 

Disetujui   : 30/11/2022 
Dipublikasikan  : 26/12/2022 

 

 

 

 

 

   

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. 2 

 

PENDAHULUAN 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu daerah yang pemerintahannya setara dengan 
tingkat provinsi dengan wilayahnya yang meliputi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
(Kasultanan) yang merupakan warisan budaya bangsa turun-termurun dan dipimpin oleh Ngarsa 
Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngala 
Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah (Sultan Hamengku Buwono) dan Kadipaten 
Pakualaman yang merupakan warisan budaya bangsa turun temurun yang dipimpin oleh Kanjeng 
Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam (Adipati Paku Alam).  

Yogyakarta pada saat Indonesia belum merdeka adalah daerah yang memiliki pemerintahannya 
sendiri disebut Zelfbestuurlandschappen atau daerah Swapraja dimana pemerintahan ini diakui oleh 
Hindia Belanda sebagai kerajaan yang mengatur rumah tangganya sendiri yakni Kesultanan dan 
Paku Alaman yang dituangkan dalam Kontrak Politik. Eksistensi kerajaan ini mendapat pengakuan 
secara internasional pada masa penjajahan Belanda, Inggris dan Jepang.  Sebelum zaman 
reorganisasi agraria di daerah Yogyakarta tahun 1918, hukum tanah di Kerajaan Yogyakarta dan 
Surakarta menentukan bahwa hak milik atas seluruh luas tanah di wilayah kerajaan adalah mutlak di 
tangan raja.   

Setelah kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan 
menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dibentuk 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1955 tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 juncto Nomor 19 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.  Sebagai Daerah Istimewa 
Yogyakarta mengatur kebijakannya sendiri dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang 
Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi 
diatur dalam Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang 
Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi.  Instruksi 
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy 
Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi atau disingkat Instruksi 1975, 
Instruksi Wagub 1975, Instruksi 898/1975 merupakan sebuah surat instruksi yang dibuat oleh Paku 
Alam VIII yang memerintahkan agar tidak memberikan milik tanah kepada warga negara non-
pribumi meliputi Eropa, Timur Asing yang meliputi Tionghoa, Arab, India serta non-Eropa lainnya.   

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
dinyatakan berlaku sepenuhnya pada tahun 1984 dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di Propinsi 
DIY dan Perda DIY No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY. Meskipun DIY menyatakan telah memberlakukan sepenuhnya 
namun kenyataannya terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai maupun 
asas-asas dalam UUPA yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 
tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi yang 
masih tetap diberlakukan.   

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki ketentuan Undang-Undangnya 
sendiri yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2012 
yang keistimewaannya didasarkan pada sejarah dan hak asal usul Yogyakarta.  Yogyakarta yang 
memiliki keistimewaan sehingga disebut daerah istimewa diberi kewenangan untuk mengatur 
kebijakan pertanahan wilayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
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2012 serta berwenang membuat peraturan pertanahan khususnya dalam bidang perolehan hak atas 
tanah. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan 
kewenangan dalam urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal 
dan keberpihakan pada rakyat serta tertera dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2012 yang menyatakan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro 
Pakualaman menyelenggarakan kewenangan pertanahan sebagai badan hukum terhadap subjek 
hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten.  Tanah Kasultanan dan Kadipaten terdiri atas tanah 
keprabon dan tanah bukan keprabon yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pengaturan mengenai tanah milik Kasultanan sudah ada sebelum kemerdekaan yakni dalam 
Rijksblad Kasultanan Nomor 16 Tahun 1918  dan Rijksblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918 
menyatakan  Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang 
eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun yang berarti semua tanah yang tidak memiliki tanda 
bukti kepemilikan oleh orang melalui hak milik maka tanah tersebut menjadi milik kerjaaanku.   

Dengan adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 menimbulkan 
permasalahan hukum yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 
dimana penggugat H mengajukan gugatan melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
dikarenakan H yang merupakan Warga Negara Indonesia keturunan non pribumi yang lahir dan 
dibesarkan di Indonesia tidak dapat memiliki tanah tempat tinggal dengan status Hak Milik di 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. H yang ingin memiliki tanah tempat 
tinggal dengan status Hak Milik tidak dapat tercapai dikarenakan apabila H ingin membeli suatu 
tanah Hak Milik maka si pemilik Hak Milik melepaskan tanahnya terlebih dahulu untuk kemudian 
tanahnya menjadi tanah Negara sehingga H harus mengajukan permohonan tanah yang pada 
akhirnya status tanahnya tidak lagi diberi Hak Milik. Dikarenakan hal tersebut H merasa keberatan 
dikarenakan haknya untuk memiliki sebuah rumah tinggal dengan status Hak Milik di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta dibatasi yang dimana apabila yang akan membeli sebuah tanah 
dengan status Hak Milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Warga Indonesia 
Pribumi maka tanah tersebut tidak perlu diubah menjadi tanah Negara terlebih dahulu. 

Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dikeluarkan oleh Kepala 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dahulunya merupakan jabatan yang dimiliki oleh Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana berlaku mengikat secara umum di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta sehingga seolah-olah Daerah Istimewa Yogyakarta masih hidup dalam alam 
feodalisme dimana hukum tertinggi adalah titah raja dan bukan tunduk pada konstitusi. Oleh karena 
itu, H mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Instruksi Kepala Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975  ke Mahkamah Agung dan dengan didasarkan atas 
permohonan dari H dan jawaban dari termohon yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maka 
Hakim memutuskan bahwa Permohonan Hak Uji Materiil dari H tidak dapat diterima. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diperlukan penelitian yang 
berkaitan dengan pemilikan tanah di Yogyakarta bagi nonpribumi yang berjudul “ Analisis Yuridis 
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Non Pribumi Di Yogyakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 13 P/HUM/2015).” 

KAJIAN TEORITIS 

 Teori hukum mengajarkan hukum harus stabil tetapi tidak boleh diam yang berarti salah satu 
hakiki dari hukum harus memiliki unsur kepastian dan prediktabilitas dan di pihak lain hukum 
dinamis agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia.  Pengertian teori hukum menurut 
John D.Finch adalah studi tentang hal penting dalam hukum terdapat dalam sistem hukum yang 
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objek kajiannya adalah pembahasan dari unsur dasar hukum yang membuat hukum berbeda 
dengan aturan lain yang bukan hukum agar dapat membedakan yang mana merupakan sistem 
hukum dan yang bukan sistem hukum tetapi sepanjang perkembangannya tidak terbukti bahwa 
manusia dapat mendapat jawaban final terhadap pertanyaan “Apakah hukum itu”.   

Pengertian teori hukum menurut Bruggink adalah keseluruhan pernyataan yang berkaitan 
berkenaan dengan sistem dan putusan hukum tetapi tidak semua pernyataan yang berkaitan 
tersebut dapat disebut teori hukum.  Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam 
penelitian ini adalah teori keadilan, teori kewenangan atribusi, teori perlindungan hukum dan teori 
sistem hukum. 

a. Teori Keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. 
Pertama, keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni dimana tidak ada 
standar untuk menentukan apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri yakni tidak dari hasilnya 
melainkan dari sistem atau proses itu sendiri.  Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur 
sedemikian rupa sehingga manfaat sebesar-besarnya tidak diperoleh masyarakat dan jabatan serta 
posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan posisi yang sama.  Upaya untuk mewujudkan 
keadilan merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu yang sering juga didominasi 
oleh kekuatan-kekuatan dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Setiap 
orang harus memiliki hak yang sama  atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang dan 
semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang. Teori Keadilan digunakan sebagai landasan 
dalam upaya menafsirkan keadilan norma hukum terhadap Warga Negara Indonesia Non Pribumi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 
ditemukannya sebuah keadilan serta ketidaksetaraan bagi Warga Negara Indonesia Non Pribumi 
dalam hal kepemilikan hak atas tanah dengan status hak milik yang tidak dapat diperoleh Warga 
Negara Indonesia Non Pribumi dikarenakan adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor K.898/1/A/1975 yang masih berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Teori Kewenangan Atribusi adalah pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan 
dimana pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dilakukan oleh pejabat atau badan yang 
tertera dalam peraturan dasarnya.  Menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang pemerintah dapat 
dijabarkan menjadi dua yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan 
sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi kesempatan yang diambil oleh instansi 
pemerintah lainnya.  

Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak 
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar 
dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.  Perlindungan hukum adalah konsep 
universal dari negara hukum yang dapat diartikan secara preventif untuk pencegahan dan represif 
untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul. Teori kewenangan atribusi dan Teori 
Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang dapat menjalankan peraturannya sendiri dan kewenangan Sultan dalam 
mengeluarkan peraturan yakni dengan dikeluarkannya Instruksi Kepala Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 oleh Kepala Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang 
lain dan mempengaruhi beberapa pihak tertentu sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum. 

c. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman menyatakan sistem hukum terdiri dari perangkat 
struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), kultur hukum atau budaya hukum yang 
mendukung jalannya sistem hukum dalam suatu negara dan dapat mengalami perubahan yakni 
modernisasi dalam masyarakat.  Sistem hukum dapat bekerja jika ketiga komponen tersebut 
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bergerak membentuk sebuah keterpaduan. Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis 
terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 
yang menjadi sistem hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana dalam pertimbangan 
hakim dalam putusan ini adalah tidak menerima permohonan dari pemohon yang memohon 
keberatan hak uji materiil terhadap yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
K.898/1/A/1975. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian berdasar pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif 
didasarkan pada bahan sekunder yakni mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan atau kaidah dan norma yang menjadi patokan bagi manusia untuk berperilaku 
yang pantas.   

Sifat Penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif analisis yang bertujuan 
mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti dengan data yang terkumpul tetapi tanpa membuat 
kesimpulan yang luas.  Deskriptif digunakan untuk menganalisis suatu penelitian tetapi tidak 
digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas dan analisis digunakan dengan proses analisis 
mengumpulkan data untuk menghasilkan kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut peneliti amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 sudah tepat yang 
dimana hakim menolak permohonan keberatan hak uji materiil  yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini 
dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tidak termasuk 
dalam  peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 
1 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.  

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang menyatakan jenis dan hirearki peraturan yaitu  :  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan Hak 
Uji Materril adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundangan-undangan tingkat yang lebih 
tinggi.  Serta dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 
dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
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sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 
Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang.  Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Agung berwenang 
untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.   

Dikarenakan hal tersebut maka Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 
dapat dilihat bukan merupakan peraturan yang berada di bawah perundang-undangan sehingga 
tidak termasuk dalam obyek permohonan hak uji materiil sehingga hakim tidak memiliki 
kewenangan untuk mengujinya. 

 Pemohon seharusnya melakukan gugatan pembatalan Instruksi Kepala Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, 
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata  
dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 
Undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 
perdata, pengaturan yang bersifat umum, yang masih memerlukan persetujuan, dan dikeluarkan 
atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia .  

Dengan didasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat dijelaskan bahwa Instruksi Kepala Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya 
Pemohon mengajukan gugatan pembatalan terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor K.898/I/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Peneliti berpendapat memang benar dalam hal putusan hakim dalam Putusan  Mahkamah Agung 
Nomor 13 P/HUM/2015 dikarenakan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
K.898/I/A/1975 bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang maka 
seharusnya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tidak lagi 
dijalankan dan seharusnya dapat dicabut atau direvisi menjadi peraturan yang lebih baru dan oleh 
karena Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 adalah Keputusan Tata 
Usaha Negara maka pembatalan atau pencabutan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor K.898/I/A/1975 harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

KESIMPULAN 

Kewenangan Sultan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
K.898/1/A/1975 dengan didasarkan pada Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat dijelaskan bahwa Sultan atau 
Kepala Daerah atau Gubernur memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 akan tetapi Gubernur dalam mengeluarkan Instruksi 
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 telah melanggar larangan Pasal 16 
huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun memiliki otonominya sendiri namun tetap harus tunduk 
kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh mengesampingkan konstitusi ini.  

Analisis hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 13 
P/HUM/2015 dalam memberikan hak yang dituntut oleh penggugat sudah tepat dikarenakan 
Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 1975 tidak termasuk 
dalam  peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 
1 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pemohon seharusnya melakukan 
gugatan pembatalan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijelaskan 
bahwa Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 merupakan Keputusan 
Tata Usaha Negara dan seharusnya Pemohon mengajukan gugatan pembatalan terhadap Instruksi 
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 
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